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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5/HK.03.1-KPT/6112/KPU-
KAB/I1/2021 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 5/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-
Kab/11/2021 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010



tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita
Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 189); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/X1/2020 tentang Pemberhentian Pejabat
Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan dilingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 948/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI1/2020 tentang Penunjukan Pejabat Fungsional
sebagai Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.



CATATAN

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor
11/HK.03.1/6112/2021 Tahun 2021 diatur tentang perubahan struktur organisasi pada
nama jabatan pejabat administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Uraian Tugas Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15
Oktober 2021.

Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya nomor
5/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/11/2021 tentang Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya Tahun

Lampiran 1 Halaman.

Lampiran Il 2 Halaman.

Lampiran Il 2 Halaman.



